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INQVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI KEMITRAAN
ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DAN
SWASTA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA SURAKARTA
SEBAGATI KOTA LAYAK ANAK

Sr Yuliani, Sudaryanti, dan Muchtar Hadi
FISIF Universitas Sebelas Maret

Abstrak

ah satu faktor pendukung kota layak anak adalah adanya
serlibatan ketiga unsur utama governence yakni pemerintah,
wmsvarakat dan swasta dalam suatu jalinan kemitraan yang
serakkan oleh komitmen untuk memberikan pelayanan yang
saik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui
__-'= fmana  kemitraan antar akitor govermamce  dalam
wwembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta dan
mbatan apa saja yang dihadapi. Tipe penelitian adalah kualitatit
kriptif. Informan terdiri dari instansi pemerintah; lembaga
is: 1.5M, serta anak-anak yang menjadi sasaran program dan
r- can dengan tehnik purpostve  sampling. Analisis data
.'4 nakan model analisis interaktif, Penelitian menemukan
wa program KLA telah mampu mengembangkan pelayanan
k yang inovatif diantaranya melalui Kartu Insentif Anak dan
sbentukan PTPAS. Meskipun demikian kedua program
#but belum mampu memenuhi kebutuhan substansial anak.
batan mendasar adalah belum adanya kesatuan pemahaman
mg makna Kota Layak Anak sehingga mengakibatkan
ghnya sosialisasi dan komunikasi antar aktor. Unftuk
_-- anjutan program disarankan agar pemerintah kota lebih
mfokuskan pada pemenuhan dan perlindungan hak anak,
eisnya anak marjinal. Untuk ito periu memberdayakan
mpok-kelompok kommmitas akar rumput dan melibatkan
anisasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan program.
] i : inovasi pelayanan publik, kemitraan, kota layak anak,

formasi Sosial dan Budaya di Indonesia : 365
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81 Yulianl, Sudaryant, dan Muchtar Hadi

A, Latar Belakang

Kota Surakarta merupakan salah satu kota vang i
sibagal pelaksana terbaik penyelenggara program dalam
mewujudkan Kota Layak Anak (wartamedia.com), Progr "
Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan satu i
administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumbig

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (swasta) yang ten
wedarn menyeluruh dan  berkelanjutan  dalam  program
Dglatan pemenuhan hak anak yvaitu hak untuk hidup, h i1
Aumbul berkembang, hak atas perlindungan, dan hik
ANt pasi. |

Program Kota Layak Anak Kota Surakart ULY
I bidang program yaitu bidang pendidikan, s
ungan dan partisipasi anak, vang kesemuanya 1
1 serth masyarakat dan swasta, Kernitraan antar Keth
E_.nn_._ Covernance sudah menjadi Leniscayaan di ui_.__.
Mumnbangun kota yang bisa memenuhi dan melindungl Iy
anik  tdak mungkin apabila diselenggarakan oleh I
pemerintal tanpa melibatkan partisipasi masyarakal i
dunin usaha, Penelitian ini hendak mengetahul bugal
Pemerintal  kota  Surakarta  menjalin kemitramn |
Ansyarakat dan swasta untuk mengembangkan pelayanai
yang ramah anak dan hambatan atau kendala apa
dibadapl untuk mewujudkan tujuan tersebut, b

I Telanh Literatur
Kemitraan merupakan kelaborasi di antara pen

arganisast non-profit, dan bisnis dimana ada saling berl i
sumber  daya, dan  keahlian dalam  suaty  proyel
menguntungkan bagl aktor-aktor yang terlibat ma
“ﬂu!.a-ﬁ* (Stratton dalam MeQuald, 2000), il

b kemitraan acalah acanya kesedinan berbagl ks
surber daya, adanys tujuan bersama dan adanya kessy
(groement) formal secara tartulls matpun verbal,

sit Yublani, Sudaryantl, dan Muchbar Hadl

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan
kemitraan. Lienhard (2006) menvebut beberapa fakior yang
menentukan keberhasilan kemitraan yaitu : seleksi partner (fujuan
dan dasar kemitraan, mekanisme insentif) ; standarisasi prosedur
(transparansi, trust, reduksi resiko, pengawasan}; uji kelayakan
kemitraan, kelayakan ekonomi, dan penilaian resiko dilihat dari
perspektif pemerintah dan kelompok mitra; perhatian  yang
seksama pada strukturisasi kontrak. Penelitian Bosman (2010)
lentang kemitraan sekolah, lembaga komunitas dan universitas
menemukan 10 (sepuluh) unsur penentn keberhasilan kemnitraan
yaitu (1) communication; (2) shared decision making {3) shared
vesources; (4) expertise and credibility; (5) sufficient time to develop and
maintain relationships; (8) champions and patron saints (7) being
present; (8) fecibility: () a shared youth developrent orienfafion; e
(10) recognition of other partaers’ priorities. Walker dan Earles (2008)
yang menelitl tentang kemitraan dalam penyediaan perumahan
wmlal  (socin!  hewsing) menyimpulkan bahwa keberhasilan
kemitraan ditentukan oleh kesediaan (willingness) dan komitmen
shtor-aktor yang terlibat untuk berbagi kuasa {power) dan sumber
luyn, yang semua ini hanya dapat dilakukan apabila acda
Appercayaan (frust) di antara mereka,

L, Metode

Penelitian ini merupakan riset lapangan dengan jenis
whelitinn kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus,
winbier data primer adalah aparatur Pemerintah Kota Surakarta
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat, FPemberdayaan
winpuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana
Wi PP PA dan KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan
I (Dipenduk Capil), lenbaga bisnis yang terlibat dalam
Wlkpann; dan organisasi masyarakat dan LSM yang tergabung
m elayanan Terpadu Perempuan  dan Anak Surakarta
A L wertn orang tua dan anak-anak yang menjadi kelompok
Wi progoam. Peneotuan informan menggunakan - tehnik
Wi wanipling dan pengambilan data dilakukan dengan cara

n Dulays d n 167

i LY e _n..q..:._.___r....____.




St Yuliani, Sudaryanti, dan Muchtar Hadi

wawancara mendalam dan tehnik dokumentasi, Analisis date
menggunakan model analisis interaktif
komponen  yaknl reduksi  data, penyajian  data,

! enarik
kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992, SR

D, Pembahasan

Stratton  (dalam McCaid, 2000) dan  Eibert {2003}
H:Eﬂﬂ:mwmu kemilraan sebagai kolaborasi antara pemerintak,
organisasl non-profit, dan bisnis dimana ada kesediaan saling
berbagi kuasa dan sumber daya dalam suatu provek yang
menguntungkan bagi pihak yang bermitra matipun  bagi
masyarakat dan kerja sama itu diperkuat dengan kesepakatan
_.mﬁh..m_maﬁiu_ formal secara tertulis maupun verbal. Mengacu pada
_m_mm:;mm ini, ada dua program dalam Kota Layak Anak di Kota
Surakarta yang bisa  disebut sebagai relasi kemitraan yaitu
program Kartu Insentf Anak yang melibatkan kemitraan
_“__mE.E.mEm: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dengan
dunia usaha dan konsorsium Pelayanan Terpadu Perempuan dan
._.___.ri__..mE.mrmﬂm (PTPAS) yang merupakan gabungan dari SKPD,
organisasi masyarakat, dan 1.SM yang bergerak di :

bidan
perlindungan perempuan dan anak. :

Kartu Insentif Anak adalah kartu vang diterbit
Dinas Kependudukan dan Pencatatan mmﬂ_h H%m m:ﬂxwﬂ MM“
anak yang berdomisili di Kota Surakarta, berusia di bawah 18
tahun dan belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP
Surakirta, Kartu Insentif Anak merupakan layanan publik yang
535.:._“ karena baru Pemkot Surakarta yang memberikan kartu
Identitas bagi anak, selama ini kartu identitas penduduk hanya
Kartu Tanda Penducuk bagi warga usia 17 tahun ke atas. Karly
Insentif Anak adalah kartu identitas anak dan sekaligus kartu
untuk mendapatkan fasilitas diskon untuk pembelian barang dan
Jasa yang disediakan aleh pihak pengusaha yang tertkal dalam
kesepakatan kemitraan dengan Pemkot Surakarta Sampal saat inl
el terjalin 1 dengan 20 mitrn usaha i bidang
pronelicdikan, § mi b, & miltr olahraga, 7 mitea kulinar, 6

lon o Trnatormas) Sosial ta B

-
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vang memiliki tiga
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iitra busana, dan 2 mitra wisata, Fasilitas potongan ‘,”_E.m,m atau
diskon yang ditawarkan mitra bisnis bervariasi mulai 5 persen
hingga 50 persen.

Kesepakatan  kerjasama  antara H.._m:.wrﬂ ms;_rw:m
(Dispenduk Capil) dengan mitra bisnis dilandasi oleh 1.33.,:2."
atau  Kesepakatan Bersama. Ruang lingkup vang uﬁmm_.wrmr
kebanyakan adalah pemberian fasilitas keringanan w_mﬁﬁm diskon
kepada anak pemegang Kartu Insentif Anak; serta Hm:mwm waktu
kesepakatan adalah lima (3) tahun sejak tanggal ﬁ:m:n:._nﬁ._mm.i
dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para tE&.ﬂ .n_ms m_.m_mm;m
para pihak bermaksud mengubah atau Em:..mmrEE .m_E,._mEE,._
hersama, maka maksud tersebut harus disampaikan 3 (tiga) bulan

sebelumnya.

Keberhasilan Pemkot Surakarta dalam menjalin kemitraan
dengan dunia usaha maupun organisasi masyarakat tidak lepas
dari Faktar trust, willingness dan power (Walkers dan Earles, 2008).
Trust atau kepercayaan, khususnya dunia ;ﬁsm 1,__:”1. Pemkot
Surakarta, terbangun karena aura atau citra positif .___.___m._f._ﬂar.. m.n_.ﬁn_
Joko Widoda (Jokowl) yang dinilai mampu memperbaiki kondizi
kota dan membangun komunikasi dan kerja sama yang "_.EEW dan
lerbuka dengan pelaku bisnis, serta banyak EmEEAE_w%.ErE__
yang mampu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif (sumber
dari wawancara dengan beberapa mitra usaha dan Kepala E_u_mhm._
Perlindungan Anak Bapermas PP PA dan KB Surakarta Eh.ﬁ
Kusumandari), Kesungguhan dan bukd nyata kinerja
pemerintahan Jokowi mampu membangkitkan er.ﬂ_imr atau
kesedipan (willingness) dunia usaha untuk rmﬂm&mﬁm& u.iE..:
program Kartu Insentif Anak, Dalam hal ini, kesediaan H.JE,.E
usaha untuk bermitra tidak karena tekanan kekuasaan pemerintah
tapl semata-mata untuk berbagi kuasa dan sumber daya (protver)
yang dimiliki atas dasar kesukarelaan atau E:.:.HEH.., tanggung
jawab sosial perusahaan (Corporace Social Responsibiliby/CSR).

Kesepakatan dalam kemitraan mestinya menguntunglan
sarna pilak yang bermitra, Kesedinan mitra usaha untuk terlibat

‘11. .:l.
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dalam program lebih bersifat sukarela dan berapa persen diskon
yang ditawarkan juga diputuskan oleh mitra usaha. Bagi pihak
Dispenduk Capil sebagai lembaga yang menginisiasi kemitraan,
Kartu Insentif Anak dapat sebagai stimulan crangtua agar mau
mengurus akte kelahiran anaknya dan mitra usaha meresponnya
sebagal bentuk CSR yang disederhanakan pemaknaannya menjadi
sekedar bentuk amal perusahaan. Tidak ada kesepakatan tertentu
yang terjalin dan tidak ada kontribusi balik bagi mitra usaha
Kompensasi dari pihak Pemkot Surakarta sebatas mencantumkan
niama-nama mitra usaha itu dalam backdrop, brosur, leaflet dan
sosialiasi Kartu Insentif Anak. Perjanjian wanprestasi hanys
menyatakan kewajiban pihak pertama (Dispenduk Capil) untub
menyediakan agregat jumlah Kartu Insentif Anak yang telaly
iterbitkan kepada stakeholders 6 (enam) bulan sekali dan pil
koddua  (mitra bisnis) dinyatakan wanprestasi apabila
menyediakan fasilitas yang disepakati. Tidak adanya kontral
kisapakatan vang jelas menyebabkan mitra usaha merasa Hal
berkewajiban untuk mencatat atau memonitor pemanfaatan Karli
Insentif Anak. Sejauh ini, pihak Dispenduk Capil juga belum
membuat laporan atau pun evaluast terhadap kemitraan yun|
terjalin.

Meskipun program Kartu Insentif Anak ini merupakil
program yang bermanfaat bagi anak namun nampaknya belu
semua anak di Kota Surakarta memiliki Kartu Insentif Ana
"Harus diakui saat ini warga yang memiliki KIA juniahng
memang masih sedikit. Baru sekitar 20,000 kartu yang .
terbitkan. Padahal kalau dilihat darl sasarannya yakni ans
Berusia 0418 tahun jumlahnya mencapal 125.000-an anak ol
sekitar 25% dari total jumlah  penduduk Solo,” jelas S
Roanadhon  (hitp://www.solopos,com 2011 /solo/135-000-an k-l
prinya-lda-101744), .

Banyak crang tua dan anak yang sama sekali tdak ol
lentang program Kota Layak Anak dan Kartu Insentif Anak, vl

mereka ketahul sebatis baglan-baglan darl program Kot Lay
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Anak seperti Taman Cerdas, Wajib Belajar, dan perpustakaan
keliling. Mengenal minimnya pemahaman masyarakat tentang
Kartu Insentif Anak, pihak mitra bisnis maupun Dispenduk _nm_.”__._
sama-sama menunjuk sosialisasi yang kurang mﬁmwgm.mn_ﬁmﬁ
faktor penyebabnya, Informasi tentang Kartu Insentif Anak
memang belum menjangkau lokasi-lokasi strategis dan rEm:wn
memanfaatkan lembaga sipil di tingkat bawah seperti PKE, RT,
RW, sekolah atau tempat kursus, Mitra usaha sendiri juga tidak
mempunyal inisiatif untuk menginformasikan tentang adanya
[Kartu Insentif Anak,

Faktor keterbatasan sumber daya manusia di Bapermas PP
I'A dan KB juga menjadi faktor penghambat. Rita ﬁmnmh__.p.m:._m -
dari Bagian Pengolah Data dan Statistik Dispenduk Capil H_mﬁﬁ
Surakarta - menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada uraian

Jugas, pokok dan fungsi terkait pelaksanaan Kartu Inzentif Anak,

Implementasi Kartn Insentif Anak selama ini dibebankan ke

,_.!E:: Pengelah Data dan Statistik Dispenduk Capil, padahal

Jwban  kerja bagian ini sudah cukup banyak. . bE._um.Ew,.m
Amiplementasi program Kartu Insentif Anak mulai dari sosializasi,

elayanan  pembuatan Kartu Insentif Anak dan mionitoring

Aenjadi kurang optimal.

Selain merangkul mitra usaha, pengembangan Kota Layak
Anak juga melibatkan organisast masyarakat dan LSM yang
abiung dalam konsorsium Pelayanan Terpadu Perempuan dan

k (PTPAS), PTPAS merupakan kerjasama lintas sektor yang
wngemban tugas antara lain: merumuskan dan menyusun
kil pokok  kebijakan, program, kegiatan; melakukan upaya
sllitast don upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan
thacdap  perempuan  dan  anak dan  mendorong  dan
. whkatkan  partisipasi  masyarakat  atan ﬂm:m_.pmﬁu
lon gann perlindungan perempuan dan anak terhadap :snmw..
urasan, Adiapun sumber pendanaan PTPAS diambilkan dari

l

Ly APBN Daerah Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota

skt dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

sisfurmast Sanial din Bodays i indonesin | an
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(Keputusan Walikota Surakarta Nomor 462.05/84-A/7/2010 to il
PTPAS).

PTPAS menjadi forum bersama dimana arganisasi |l
sektor saling berbagi sumber daya dan keahlian untuk bersi
mengatasl problem kekerasan dan eksploitasi anak. In
negara tidak dapat menggunakan pendekatan legal, formal
hirarkis prosedural untuk memecahkan masalah perlindy
anak yang sangat kompleks. Masalah kekerasan terhadap
Ekspleitasi Seks Komersial Anak (ESKA), anak berin
dengan hukum, anak jalanan, dan lain-lain lebih me
pendampingan dan advokasi bukan pemecahan secars
atau penegakan hukum dan bukan pula penanganan admiy
vang hirarkis prosedural. Dalam hal ini, LSM lebih
baik data dan permasalahan di lapangan  maupun W
penanganannya, Kelemahan LSM adalah mereka Hdah)
coercive power - kapasitas perumusan regulasi dan et
hukum. Melalui PTPAS, institusi pemerintah bersama §
L5M  dan  organisasi masyarakat yang  bergen .
perlindungan anak dapat bersinergi, berbagi power, ki L
sumber daya guna memberikan perlindungan terbatk |y wl

PTPAS  merupakan solusi  bagi problem
komunikasi dan koordinasi, baik antar institusi noeg
yang membidangi ranah perlindungan anak (Bapern J
KB, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, dsb), Polmsia, |
dan Pengadilan, maupun antar institusi negara dengan
seperti L8M SPEK-HAM, Yavasan KAKAK, Serofa, Fala
PKK, dan sebagainya, Struktur PIPAS bersifal fliks
birokratis, schingga mempercepat pengambilan kepub
tindakan tanpa dihalangi oleh sekat-sekal bire ¥
formal dan prosedural, .

Hambatan atau kendala yang membunt PIPAS
berfungsl optimal adalah masalah koordinasi dan )
antar stakeholders kKhususnya dengan Instansl par

adanyn _Ew&n-:_ualun entang o

sy
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Menurut aktivis LSM, program KLA belum menyentuh wm”,mﬂuw
anak.  [Institusi  pemnerintah  masih  terkesan  se ;_,.”_”
mengimplementasikan kebijakan pusat n_mz. belum :anw_.,__m_a_:
persoalan perlindungan anak yang mn‘uu.m.a.:ﬂmr Banya mw. m_._ i
dan kegiatan yang bersifat retorik dan fisik. HEEmE.ﬂ:.:m mh”,:mr

kompleks tdak sekedar mengeluarkan Kartu Evm_m_ :m_m_E.h
membangun  Taman  Cerdas  atau program __}q."__f e ;
seharusnya Kota Layak Anak dimaknai sebagal m:u... ._._mm
mementhi  hak-hak anak seperti _....“__r. .Ez_.% __i:._y b
berkembang, dan hak mendapatkan pendidikan. mm_umm.._ﬁ M:_H“F__un
masih banyak anak di Kota Surakarta yang ._.EE.q. sekola u.m y _._____

menjadi anak jalanan, pengamen, pengemis dan ﬁmﬂﬂu x h.—
anucian untuk masyarakat sendiri sejauh ind belum il i
Aularn keseluruhan kegiatan pengembangan Kota Layak L_“_,__E.
Wireka hanya sekedar ikut dalam keglatan tanpa talu apa o-_om_"

Wian makna Kota Lavak Anak,

Eagimpulan dan Saran

Malalui  kemitraan  dengan  masyarakat dan  SWaMK
periniah Kota Surakarta mampu mengembangkan e \
yang inovatif diantaranya penerbitan Kariu -_.E J
|l pembentukan konsorsium PTIAS ::Er.:ﬁ: |
Wk wak, Program Karto Insentif Anak dan PTPAS )
B Inovatll dan mampu memberikan manfaat besar -_ﬂm
ik | kKhususnya anak, meskipun begitu masyarakat ..vr_._ﬁ_E
it ____ bl tentang kedua program pelayanan ink. I
Datena belum ada kesatuan pemahaman tentang makni
ayak Anak sehingga mengakibatkan lemahnya woslalinast
It | antar aklor. Untuk i penelitian  inl
dhikan maran untuk penyebaran nformasl entang Karti
Atk dan PTPAS sebaiknya sosialisast dilakukan lewat
alaast masyarakat di tingkat grass root sepert] H.H-__.m
apin dewat sekolal dan kursus-kursus, Dan untu
fan program hendaknya bl banyak membe _..._,-u_i..lnn.__h_.
Molompok  komunitas  akar  ramput - mulal - dart

0 Businy o Irnhoneste

1
P




Sl Yidlani, Sudaryantl, dan Muchtar Hadi

PEreEncanant

sampai  pemeliharaan.  Bagi  pemerintaly
hendaknya ke depannya lebih memfokuskan pada pengenmbaiy
program vang secara substansial mampu memenuhi kebuly
din perlindungan hak anak, khususnya hak anak ma rjina |, bl
lagl program-program  yang  bersifat kosmetik. Uniu
Mbalknya pemerintah melibatkan TSM dan organisasi
di keselurahan tahapan program, f
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